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BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

Menimbang

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

a. bahwa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dengan menggunakan belanja tidak
terduga yang saat ini tidak mencukupi sehingga
untuk memenuhi kekurangan belanja tidak terduga
dilakukan penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan serta pengeluaran pembiayaan dan dengan
memperhatikan  Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) melalui optimalisasi penggunaan -
belanja tidak terduga yang tersedia dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penjadwalan
ulang capaian Program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud huruf a diformulasikan terlebih dahulu
dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-
Undang Darurat No. S Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No.
6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57)
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk
Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera  Selatan, Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 6485);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

10.

s i

12.

13.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 257);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 655);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR
43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri
atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 89.724.227.265,00
b. Dana Perimbangan Rp. 987.182.338.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 246.399.746.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. | 1.323.306.311.265,00




2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung :
1) Belanja Pegawai Rp. | 483.780.784.092,25
2) Belanja Hibah Rp. | 48.339.790.300,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 389.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.869.115.239,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 249.926.972.200,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 18.279.478.946,00
Rp. |77802.585.140.777,25
b. Belanja Langsung :
1) Belanja Pegawai Rp. 29.771.575.000,00
2) Belanja Barang Jasa Rp. 300.408.186.115,00
3) Belanja Modal Rp. | 208.041.409.372,75
Rp. 7 538.221.170.487,75
Jumlah Belanja RPp. | 1.340.806.311.265,00
Surplus/ (Defisit) Rp- | (17.500.000.000,00)
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. | 19.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 17.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00

tahun berkenaan

Pasal 2

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 7 April 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010
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